PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 33 TAHUN 2014
TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor : 910/157/2014 tanggal 10 November 2014 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 dan
Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014, maka perlu
ditindaklanjuti dengan Penetapan Rancangan Peraturan
Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah yang didahului
dengan Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang Tahap I membahas
penyesuaian-penyesuaian atas hasil evaluasi Gubernur;

b. bahwa sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahap il
sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Nomor :
III/DPRD.BA/XI/2014 tanggal 12 November 2014, maka
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun
Anggaran 2014 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerabh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Batang Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah.
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5043);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5589);

Mengingat : 1.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5104);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1

Seri E No. 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13);
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

. Menetapkan Rancangan Per

19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun
2014 Nomor 1);

20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bata.ng'Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
IPirervx.r:a.lalan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah

omor;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG

TAHUN ANGGARAN 2014 MENJADI PERATURAN DAERAH.

aturan Daerah Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah.

. Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2014, sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
Rp. 1.185.107.390.698,00

. Sebelum Perubahan ......-
. Setelah Perubahan .......... Rp. 1.188.635.554.603,00

2. Belanja Daerah
Rp. 1.323.027.127.876,00

. Sebelum Perubaham .........

.  Setelah Perubahan ........ Rp.1.326.555.291.781,00
Defisit Anggaran

.  Sebelum Perubahan ........... Rp. (137.9 19.737.178,00)
. Setelah Perubahan .......... Rp. (137.919.737.178,00)

3. Pembiayaan:
Penerimaan Pembiayaan Daerah
.  Sebelum Perubahan .......... Rp. 146.693.658.753,00
.  Setelah Perubahan........ ... Rp. 146.693.658.753,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah
8.773.921.575,00

-  Sebelum Perubahan ......... Rp.
. Setelah Perubahan ......... .. Rp. 8.773.921.575,00

Surplus Pembiayaan

- Sebelum Perubahan ......... Rp. 137.919.737.178,00
- Setelah Perubahan........... . Rp. 137.919.737.178,00
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KETIGA

KEEMPAT

Penjabaran Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

.Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

sebagaimana diktum KEDUA ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 13 November 2014

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

H. I. TEGUH RAHARJO
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